BAB IV
GAMBARAN UMUM PRAKTEK GADAI SAWAH TANPA
BATASAN WAKTU TERTENTU DI KP.CIKERENDA
DESA PABUARAN KECAMATAN PABUARAN

A. Praktek Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu Tertentu
Di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran

Masyarakat di Indonesia baik di perkotaan maupun di
pedesaan mengetahui akad gadai, bahkan hampir semua warga
masyarakat Indonesia melakukan praktek gadai. Bedanya jika di
pedesaan masyarakat menggadaikan barang berharganya kepada
tetangga terdekat ataupun saudara-saudaranya, sedangkan di
perkotaan menggadaikan barang berharganya kepada lembaga
pegadaian.

Selain itu, proses dan mekanisme praktik gadai nya pun
berbeda. Jika di pedesaan seorang yang hendak menggadaikan
barang berharganya rahn/ penggadai langsung mendatangi rumah
pihak murtahin /penerima gadai untuk melangsungkan akad
gadai tersebut, maka di perkotaan kedua belah pihak sebelum
akad terlebih dahulu melakukan kesepakatan dan lainnya. Selain
itu mekanisme dan proses gadai setiap desa pun berbeda-bedaa,
ada yang memakai batasan waktu saat melangsungkan praktek
gadai dan adapula yang tidak memakai batasan waktu saat gadai.
Seperti hal nya di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran, kebanyakan dari

masyarakat di Kp.Cikerenda. Desa Pabuaran ketika melakukan
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praktek gadai terutama gadai sawah mereka tidak membatasi
waktu gadai tersebut.

Gadai sawah adalah salah satu praktek gadai yang sering
dilakukan oleh masyarakat di pedesaan, karena mayoritas
masyarakat di pedesaan bekerja sebagai buruh tani ataupun
petani. Mereka (petani) yang sedang membutuhkan dana atau
uang untuk kebutuhan ekonomi yang mendesak atau kebutuhan
lainnya lebih memilih menggadaikan sawahnya kepada tetangga
terdekat, saudara-saudaranya maupun kepada orang kaya. Karena
menurut mereka menggadaikan sawah lebih mudah dibandingkan
harus menghutang.

Menggadaikan sawah atau barang berharga lainnya kepada
orang-orang terdekat lebih mudah dibandingkan menggadaikan
kepada pihak pegadaian. Menggadaikan kepada lembaga
pegadaian butuh proses lama dan juga banyak syarat-syarat
tertentu yang harus dipenuhi. Karena itu, masyarakat di
Kp.Cikerenda lebih memilih menggadaikan barang-barangnya
atau hartanya kepada saudaranya maupun tetangganya.

Praktek gadai sawah di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran
Kecamatan Pabuaran memiliki kesesuaian dan juga tidak
kesesuaian menurut pandangan hukum islam, yaitu: Pertama,
para pihak saat melakukan praktik gadai sawah tidak membatasi
kapan waktu berakhirnya praktik gadai tersebut. Kedua, sighat
(ijab kabul) ketika melakukan ijab kabul pun kedua belah pihak
tidak menyebutkan batas waktu. Ketiga, utang (marhun bih) tidak
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adanya batas waktu mengenai utang dalam praktik gadai sawah
tersebut. Keempat, marhun dan pemanfaatan barang jaminan.

Jika dilihat dari syarat rahn dan murtahin dalam rukun
gadai, praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran sudah sesuai dengan syara’. Karena
rahn dan murthain dalam praktek tersebut sudah cakap umur,
baligh, berakal sehat dan sudah mengerti tentang hukum agama
islam. Tetapi, jika dilihat dari akad gadai, masyarakat di
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran ketika melangsungkan ijab kabul
akad gadai mereka tidak menjelaskan kapan waktu gadai tersebut
berakhir. Dalam praktiknya akad gadai di Kp.Cikerenda Desa
Pabuaran tidak jelas karena tidak menjelaskan waktu berakhirnya
gadai tersebut. Sedangkan menurut rukun gadai akad gadai harus
jelas ketentuannya.

Selain itu, jika dilihat dari utang (marhun bih) masyarakat
di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran ketika melakukan praktek gadai
tidak membatasi kapan utang itu harus dibayar, mereka tidak
membatasi waktunya. Sedangkan menurut ketentuan DSN-MUI
tentang utang, Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau
kualitasnya serta jangka waktunya.

Dan jika dilihat dari pengambilan manfaat barang agunan
(jaminan), masyarakat Kp.Cikerenda Desa Pabuaran dalam
pengambilan manfaat barang agunan, mereka memanfaatkan

barang tersebut. Seperti halnya ketika pihak rahn menggadaikan
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sawahnya kepada pihak murtahin maka pihak murtahin langsung
mengambil manfaat dari tanah sawah tersebut.

Sedangkan dalam pemanfaat barang gadai Jumhur ulama
figh di luar mazhab Hanbali berpandangan bahwa pemegang
agunan tidak boleh mengambil keuntungan dari penggunaan
agunan karena barang-barang tersebut tidak sepenuhnya
miliknya. Menurut mazhab Maliki, meskipun pemilik barang
mengizinkan pemegang jaminan untuk menggunakan barang
jaminan, hak pemegang jaminan atas barang tersebut hanya
sebagai jaminan piutang yang diberikannya, kreditur tetap tidak
boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut. Jika debitur tidak
dapat membayar utangnya, ia dapat menjual atau menilai barang
untuk melunasi hutangnya. Alasan Jumhur ulama yaitu
berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

°
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“Barang jaminan tidak boleh disembunyikan oleh
pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan risiko (yang
timbul atas barang tersebut) menjadi tangggung jawabnya” (HR.
al-Hakim, al-Baihagqi, dan Ibnu Hibban, dari Abu Hurrairah).

Menurut bapak H.Rohman praktek gadai sawah yang
dilakukan oleh masyarakat di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran
ketika hendak melangsungkan praktek gadai, pihak rahn
mendatangi rumah pihak murtahin, selanjutnya pihak rahn dan

murtahin melakukan ijab gabul pada akad gadai tersebut, ketika
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sudah melakukan akad tersebut, pihak rahn tidak memberikan
sertifikat tanah sawah tersebut bahkan tidak membacakan
sertifikat tanah tersebut, melainkan hanya memberitahukan
dimana posisi tanah sawah tersebut berada. Setelah itu, pihak
murtahin langsung memberikan uang pinjaman yang hendak
dipinjam oleh pihak rahn dengan jumlah yang sudah disepakati
sebelumnya. Pihak murtahin tidak memberikan syarat-syarat
tertentu kepada pihak rahn, dan juga tidak memberikan batasan
waktu kapan pihak rahn harus melunasi hutangnya. Bahkan ada
yang sudah bertahun-tahun belum melunasi utang gadainya itu,
sehingga hasil dari pemanfaatan sawah tersebut melebihi dari
uang pinjamannya.’

Selain itu, praktek gadai sawah yang dilakukan oleh
warga masyarakat Kp.Cikerenda Desa Pabuaran selain semata-
mata untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut,
juga semata-mata untuk saling menolong sesama masyarakat.
Karena menurut bapak H.Rohman, pihak murtahin  tidak
membatasi waktu gadaian tersebut dikarenakan pihak murtahin
tidak mau membebani pihak rahn, walaupun kenyataannya
ketentuan itu tidak dibenarkan oleh islam, karena tidak sesuai
dengan rukun dan syarat gadai. Selain itu, pihak murtahin tidak

mempersulit proses gadai tersebut alasannya tujuan dari gadai

'Hasil wawancara dengan bapak H.Rohman selaku masyarakat
Kp.Cikerenda Desa pabuaran Kecamatan Pabuaran pada tanggal 10 Januari
2022 di rumah bapak H.Rohman pukul 10.35 WIB.
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tersebut karena ingin menolong pihak rahn yang sedang
kesulitan.

Gadai sawah yang terjadi di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran
Kecamatan Pabuaran dengan sistem gadai tanpa batasan waktu
tertentu, dan dalam pelaksanaannya hasil panen dari sawah yang
digadaikan milik murtahin sampai proses gadai selesai atau
sampai pihak rahn melunasi utangnya kepada murtahin. Dalam
gadai sawah ini murtahin mengambil hasil manfaat dari tanah
sawah yang digadaikan. Meskipun menurut madzhab Syafi’l
pihak murtahin tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari
barang jaminan tersebut sekalipun pihak rahn mengizinkannya.

Praktek gadai sawah yang pernah terjadi di Kp.Cikerenda
Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran, dilakukan oleh bapak
H.Rohman selaku pihak pertama yang memiliki tanah sawahnya
sebagai jaminan utangnya dengan jumlah dua petak sawah atau
500 meter tanah sawah dan sawah tersebut digadaikan kepada ibu
Janawiah selaku pihak kedua dengan memberikan pinjaman
sebesar Rp.10.000.000,. sesuai permintaan pihak penggadai.
Pelaksanaan gadai ini dilakuakn tanpa mendatangkan saksi hanya
ada pihak penggadai (rahn) dan penerima gadai (murtahin).
Selain itu pelaksanaan gadai sawah ini tanpa adanya perjanjian
tertulis hanya dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak.

Gadai sawah ini terjadi karena pihak rahn membutuhkan
uang secara cepat untuk kebutuhan yang mendesak, sehingga

mengharuskan pihak rahn untuk menggadaikan sawah miliknya.
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Praktek gadai sawah ini biasanya memakan waktu lama, karena
pelaksanaan gadai ini tergantung pada kemampuan rahn untuk
membayar kembali jumlah pinjaman kepada murtahin.
Pelaksanaan praktek gadai sawah ini hampir sama dengan
pelaksanaan praktek gadai sawah umumnya, yang membedakan
hanya dari akad gadainya, utamg gadainya (marhun bih) yang
tidak jelas dan juga tidak adanya batasan waktu kapan gadai dan
utang itu berakhir. Dan selain itu pada pemanfaat barang jaminan
yang mana masyarakat Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan

Pabuaran mengambil penuh hasil manfaat tersebut.

B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Praktek Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu Tertentu di
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran

Praktek gadai sawah di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran

Kecamatan Pabuaran umumnya menjelaskan 2 (dua) masalah

utama yaitu; Pertama, sighat gadai tanpa

menyebutkan batas waktu. Kedua, pemanfaatan barang gadai
oleh pihak penerima gadai, pembagian (marhun) dan pelunasan
utang (marhun bih).

Status kebolehan hukum gadai telah disepakati oleh jumhur

ulama, hal ini dimaksud berdasarkan kisah Nabi Muhammad
SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan
makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil
indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut ketika

beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para
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sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi bahwa hal itu tidak
lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau
memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil
ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW
kepada mereka.? Selain itu kebolehan gadai juga dijelaskan dalam

Firman Allah swt dalam surat al-Bagarah ayat 283:
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara

Pe
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3

tunai) se-dang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan  persaksian. Dan  Barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjaka.”. (OS. Al-Baqgarah: 283).

2 M.Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam,
(‘Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.91.
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Menurut para ulama figh, syarat yang berkaitan dengan
orang yang mengadakan akad adalah mampu bertindak secara
hukum, sebagian besar ahli berpendapat bahwa seseorang yang
memiliki kapasitas hukum telah mencapai usia remaja/baligh dan
memiliki akal sehat. Pada saat yang sama, Hanafiyah percaya
bahwa kedua belah pihak yang berakal tidak harus baligh, tetapi
hanya berakal. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa jika akad
rahn disetujui oleh wali, maka anak mumayyiz dapat melakukan
akad rahn. Dalam hal ini debitur harus mengembalikan sejumlah
uang kepada kreditur, utang tersebut dapat dikembalikan dengan
jaminan, dan utang tersebut harus dibayar.

Menurut para ahli figh, syarat marhun (jaminan) yaitu harus
dapat dijual dan nilainya seimbang dengan jumlah utangnya,
bahwa agunan itu harus berharga dan dapat digunakan menurut
hukum Islam., bahwa agunan tersebut harus jelas dan dapat
dibuktikan, bahwa agunan tersebut adalah milik sah debitur, dan
bahwa agunan tersebut tidak berkaitan dengan pihak ketiga
lainnya. Agunan harus merupakan aset lengkap yang dapat
dialinkan kepada pihak ketiga. keuntungan baik materil maupun
tidak berwujud Ar-rahn tidak boleh dibarengi dengan keadaan
tertentu atau masa yang akan datang dalam akad, menurut ulama
Hanafiyah, karena akad ar-rahn sama dengan akad jual beli. Jika
kontrak dibarengi dengan syarat, itu batal jika tidak terpenuhi.
Kontrak berlaku jika debitur ingin utang berakhir dan hutang

tidak dibayar, dalam hal ini kreditur dapat memperpanjang rahn
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satu bulan atau debitur dapat meminta untuk mengambil
keuntungan dari barang yang jaminan.

Pada pelaksanaa praktek gadai sawah di Kp.Cikerenda
Desa Pabuaran, pihak-pihak yang melangsungkan akad gadai
sudah memenuhi kriteria kesesuaian menurut hukum islam, yang
mana rahn dan murtahin sudah cakap umur dan juga cakap
hukum yang ditandai dengan berakal sehat, sudah baligh, serta
mampu membedakan mana yang benar dan mana yang bathil.
Pelaksanaan gadai berdasarkan akad gadai akan dianggap sah
apabila sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan.
Yaitu akad gadai dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat-
syaratnya sesuai dengan pandangan hukum islam (sesuai dengan
pandangangan hukum figh).

Barang jaminan yang digunakan di Kp.Cikerenda
Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran adalah sawah,
karena mayoritas pekerjaan masyarakat disana sebagai
petani dan kebanyakan yang melakukan praktek gadai
pun seorang petani. Sawah memiliki nilai ekonomis, jadi
sah saja penggadai (rahn) menggadaikan sawahnya
kepada penerima gadai (murtahin). Pinjaman hutang
diserahkan ketika melangsungkan akad gadai, Yyaitu
penerima gadai (murtahin) menyerahkan uang kepada
penggadai (rahn) dengan jumlah yang telah disepakati
oleh rahn dan murtahin,kemudian pihak penggadai

(rahn) menyerahkan sawahnya secara lisan, tanpa



95

memberikan surat-surat sawah tersebut. Pihak penerima
gadai (murtahun) pun tidak melihat atau mengecek
terlebih dahulu kondisi sawah tersebut mereka sudah
saling mempercayai satu sama lain oleh karena itu pihak
murtahin tidak meminta surat sawah ataupun melihat-
lihat kondisi sawah tersebut.

ljab gobul menurut konsep hukum islam ialah
sighat al-aqdi, atau perkataan yang menunjukkan
kehendak kedua belah pihak. Menurut kalangan
Madzhab Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah
berpendapat bahwa akad adalah segala kesepakatan yang
bersumber dari kehendak pihak-pihak yang berakad,
baik kehendak tersebut bersumber dari satu pihak seperti
akad wakalah, talak, hibah, maupun yang bersumber dari
dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah dan
gadai. Akad juga diartikan sebagai ikatan antara ijab dan
Kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan
implikasi kepada objeknya. Yakni, bahwa suatu akad
dilakukan sebagai bukti adanya keinginan dan kerelaan
para pihak dalam suatu transaksi dan dengan akad itu,
maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek
yang diakadkan. Implikasi hukum ini, mengikat kepada
para pihak, sehingga jika akad itu berupa jual beli, maka

pihak penjual berkewajiban menyerahkan objek akad



96

jual beli, sementara pihak pembeli berkewajiban
membayar harga objek jual belinya.?

Ketika melakukan praktek gadai sawah di
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran
adanya kerancuan dalam kesepakatan yang terjadi antara
pihak penggadai (rahn) dan pihak penerima gadai
(murtahin), yaitu ketika akad diucapkan kedua belah
pihak tidak menentukan batasan waktu gadai tersebut,
dan hak pemanfaatan barang gadai berada ditangan
penerima gadai (murtahin) sampai penggadai (rahn) bisa
melunasi hutangnya. Sementara akad pinjaman berfungsi
sebagai jenis jaminan atas pinjaman, barang-barang yang
digunakan sebagai jaminan untuk membayar pinjaman
dijual kecuali ada komplikasi dalam pembayarannya.
Dengan demikian jelas bahwa fungsi barang gadaian
bukanlah barang yang dipakai/digunakan oleh penerima
gadai, melainkan benda yang digunakan untuk gadai.
Karena pada kenyataannya hak seorang penerima gadai
(murtahin) hanya menahan barang gadaian dan menepati
hutang. Sedangkan hak untuk memiliki barang dan
kegunaannya tetap berada di tangan pegadaian (rahn).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Figh
Islam, Wa Adilatuhu Jilid 6, beliau menjelaskan bahwa

ada syarat-syarat yang tidak sah dan sekaligus

® Moh. Mufid, Kidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer,

(Jakarta: Kencana, 2019), h. 109.
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membatalkan perjanjian ar-Rahn saat ini. Seperti
mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak
al-murtahin tidak boleh menjual barang yang digadaikan
setelah utang yang ada telah jatuh tempo, sedangkan
pihak al-Rahn belum juga membayar utang yang ada.
Kecuali setelah satu bulan misalnya atau mensyaratkan
pihak al-Murtahin tidak boleh menjual barang yang
digadaikan setelah utang yang ada jatuh tempo
sedangkan pihak ar-Rahn tidak melunasi utang tersebut
dengan harga yang lebih tinggi dari harga standar. Atau
mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak ar-rahn
dan  mengutungkan pihak al-Murtahin, seperti
mensyaratkan pihak al-Murtahin boleh menggunakan
dan memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa
dibatasi jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya
penggunaan  dan  pemanfaatan  tersebut, atau
mensyaratkan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh
sesuatu yang digadaikan diberikan kepada pihak
murtahin. Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang
disyaratkan tersebut mengandung unsur jahaalah (tidak
diketahui, tidak pasti) dan karena kemanfaatan dan
tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh al-Marhuun

belum ada ketika disyaratkan atau dengan kata lain
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ketika menggadaikan akad ar-Rahn. Seperti yang sudah
dijelaskan dalam hadits;*

i 5l ol g T bss A

“Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam
Kltabullah, maka syarat tersebut batal dan tidak sah.”

Bukan saja syarat-syarat tersebut tidak sah dan
batal, tetapi akad yang menyertainya, dalam pandangan
Azhhar, juga batal demi hukum. Karena syarat tersebut
tidak sesuai dengan tujuan akad, maupun yang
merugikan al-Murtahin. Demikian pula jika akad ar-
rahn disertai dengan syarat bahwa tambahan yang
dihasilkan dari sesuatu yang digadaikan juga mencakup
sesuatu yang digadaikan, seperti bulu atau anak binatang
ketika digadaikan adalah seekor binatang, dan buah dari
pohon ketika digadaikan adalah pohon, maka kondisi
tersebut tidak sah. Karena barang-barang hasil gadai itu
belum ada dan tidak diketahui keadaannya ketika
berlangsungnya akad.

Menurut Bapak H.Rohman, pemanfaatan barang
jaminan gadai sawah yang dilakukan masyarakat
Kp.Cikerenda selalu berada ditangan pihak penerima
gadai, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat di
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran

* Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, (Jakarta:

Gema Insani, 2011), h. 119-120.
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setiap ada yang menggadaikan sawah maka pihak
penerima gadai bisa memanfaatkan sawah tersebut
sampai pihak penggadai melunasi  hutangnya.’
Sedangkan mengenai batas waktu gadai, masyarakat di
Kp.Cikerenda tidak membatasi kapan waktu gadai itu
selesai. Menurut ketentuan yang ada di masyarakat
Kp.Cikerenda bahwa selama belum dilakukan penebusan
oleh pemilik tanah atau penggadai, maka hak gadai dapat
berlangsung terus.®

Menurut Imam Malik, kemaslahatan yang telah
ditentukan harus ditentukan pada suatu waktu; jika tidak
ditentukan dan batas waktunya tidak diketahui, maka
batal. Dalam Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan
berakhirnya jangka waktu gadai. Menurut hukum adat,
gadai tanah sawah tidak mencantumkan batas waktu
berakhirnya gadai tanah tersebut, kecuali jika kedua
belah pihak telah membuat perjanjian mengenain jangka
waktu gadai tersebut.

Sedangkan hak gadai tanah yang lazim dilakukan
menurut hukum adat, berdasarkan ketentuan perundang-

undangan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 PRP

Hasil wawancara dengan bapak H.Rohman selaku masyarakat
Kp.Cikerenda Desa pabuaran Kecamatan Pabuaran pada tanggal 10 Januari
2022 di rumah bapak H.Rohman pukul 10.35 WIB.

® Hasil wawancara dengan bapak H.Rohman selaku masyarakat
Kp.Cikerenda Desa pabuaran Kecamatan Pabuaran pada tanggal 10 Januari
2022 di rumah bapak H.Rohman pukul 10.35 WIB.
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Tahun 1960) ditentukan gadai pertanian yang
berlangsung lebih dari 7 tahun harus dikembalikan
kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan.
Ketentuan  tersebut diperkuat dengan berbagai
yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (MA). Misalnya,
putusan MA tanggal 29 Maret 1972 Nomor: 1282
K/Sip/1971 juncto Putusan MA tanggal 6 Oktober 1971
Nomor: 858 K/Sip/1971. Ketentuan bahwa tanah gadai
akan dikembalikan kepada pemilik gadai semula, jika
penggadai telah mampu menebusnya tanpa batas yang
pasti dianggap membebani pihak pemilik tanah
(penggadai) yang dianggap sebagai pihak yang lemah.
Atas dasar pertimbangan tersebut, ketentuan dalam pasal
7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 dalam
rangka penataan hukum tanah nasional akan dating perlu
disempurnakan agar tidak menjadikan petani lebih
sengsara karena kehilangan lahan anah garapan pada
khususnya dan tidak merugikian petani lemah pada
umumnya.’

Dilihat dari ijab gabul yang dilaksanakan oleh
masyarakat Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan
Pabuaran telah terjadi kesalahpemahaman bahwa

pengambilan kemanfaatan barang gadaian yang

" Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan:

Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahaan, (Jakarta: Kencana,
2011), h.63.
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dilakukan murtahin (penerima gadai) dan praktek gadai
tanpa mengenal batas waktu. Hal ini bertentangan
dengan rukun gadai dan syarat sahnya gadai.

Mengenai penggunaan agunan, ada perbedaan
pendapat di kalangan hukum, ada yang membolehkan,
dan ada pula yang tidak. Menurut Jumhur, para ulama
figh selain mazhab Hambali berpendapat bahwa
pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan
barang jaminan tersebut, karena harta itu bukan
sepenuhnya miliknya. Hak pemegang barang jaminan
atas barang hanya berfungsi sebagai jaminan atas
piutangnya, dan jika debitur tidak mampu membayar
hutangnya, barang tersebut dapat dijual atau dinilai
untuk melunasi hutangnya. Akan tetapi, sebagian ulama
Hanafi membolehkan hal ini jika pemilik barang
memperkenankan pemegang agunan untuk
menggunakan barang yang dimilikinya, karena dengan
izin ini pemegang agunan dapat menggunakan barang
tersebut. Tetapi sebagian ulama Hanafi, Maliki, dan
Syafi'i  berpendapat sekalipun  pemilik  barang
memperkenankan pemegang jaminan untuk dapat
memanfaatkan jaminan, namun kreditur belum tentu
dapat memanfaatkan agunan tersebut. Menurut anggapan
mereka, ridha dan izin tersebut sebenarnya dalam hati

lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena
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khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan
dipinjam itu.® Menurut Ade Sofian Mulazid dalam
Bukunya yang berjudul “Kedudukan Sistem Pegadaian
Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”
dalam situasi ini, jangka waktu pemanfaatan harus
ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan hukum
yang disebabkan oleh ketidaktahuan yang dapat merusak
transaksi ijarah (sewa).® Madzhab Maliki mengatakan
bahwa jangka waktu untuk mengambil keuntungan yang
telah disyaratkan harus ditentukan. Akad rahn batal jika
tidak ditentukan dan batas waktunya tidak diketahui.
Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa
praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran tidak
membatasi waktu kapan berkahirnya gadai tersebut.
Sedangkan menurut penjelasan dari Madzhab Malikiyah
menyatakan bahwa dalam melakukan praktek gadai
harus ditentukan waktunya, jika tidak ada batas
waktunya maka akad gadai menjadi tidak sah. Selain
dari pada itu dalam pengambilan manfaat barang
jaminan yang dilakukan oleh masyarakat Kp.Cikerenda
Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran berada ditangan

pihak penerima gadai (murtahin), sedangkan barang

® Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University

Press, 2017), h. 137.

% Juhaeriah, Praktek Gadai Tanah Sawah Dengan Emas Tanpa Batas

Waktu Menurut Hukum Islam, Serang Banten, 2018, h. 93.
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gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini
termasuk kepada menguntungkan yang mengambil
manfaat.

Dari analisis yang sudah dipaparkan diatas dapat
dipahami bahwa praktek gadai yang ada di
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran tidak
sah karena salah satu rukun gadai mengalami cacat atau
rusak dalam sighat akad dan marhun bih (utang) hal ini
karena tidak ada batasan waktu dalam gadali,
penggunaan jangka panjang oleh murtahin akan
mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dalam
pandangan Imam Syafii, Imam Maliki, dan Imam
Hambali, orang yang berwenang menguasai dan
menggunakan barang gadaian adalah rahn. Sementara
itu, Imam Hanafi menganggap mereka yang berhak
menguasai dan menggunakan barang gadaian/jaminan
ialah murtahin. Menurut ketentuan Undang-Undang
Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian Pasal 7 bahwa gadai yang telah berlangsung
selama 7 tahun maka wajib dikembalikan ke pemiliknya.
Jadi dapat dipahami bahwa praktek yang dilakukan oleh
masyarakat Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan
Pabuaran rukun dan syarat dalam bergadai tidak
terpenuhi, oleh karena itu praktek gadai di Kp.Cikerenda

Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran tidak sah.
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C. Faktor Penyebab Masyarakat Kp.Cikerenda Desa
Pabuaran Kecamatan Pabuaran Melakukan Praktek
Gadai Sawah tanpa Batasan Waktu Tertentu
Adapun faktor utama yang menyebabkan masyarakat

melakukan praktek gadai sawah ini yaitu karena fakor ekonomi
yang mendesak sehingga mengharuskan masyarakat melakukan
praktek gadai sawah tersebut. Mereka terpaksa menggadaikan
sawahnya karena membutuhkan uang dengan jumlah uang yang
tidak sedikit, oleh karena itu mereka menggadaikan sawahnya
kepada tetangga, saudara ataupun kepada orang yang dianggap
mampu di kampung tersebut.

Kemudian faktor lain yang menyebabkan masyarakat di
Kp.Cikerenda melakukan praktek gadai sawah tanpa batasan
waktu ini yaitu karena mereka kesulitan untuk menghutang,
menurut mereka menghutang lebih sulit dibandingkan
menggadai. Jika mereka menggadaikan sawahnya atau barang

jaminan lainnya mereka akan mudah untuk mendapatkan uang.

D. Dampak Positif dan Negatif Melakukan Praktek Gadai
Sawah Tanpa Batasan Waktu
Dampak positif praktek gadai sawah tanpa batasan waktu
tertentu yang dilakukan oleh masyarakat Kp.Cikerenda Desa
Pabuaran kecamatan pabuaran yaitu masyarakat yang melakukan
praktek gadai sawah tersebut akan lebih mudah mendapatkan

uang dengan nilai yang cukup besar. Karena dengan
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menggadaikan barang jaminannya pemberi utang akan mudah
meminjamkan uangnya kepada penggadai.

Sedangkan dampak negatif praktek gadai sawah tanpa
batasan waktu tertentu yang dilakukan oleh masyarakat
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran yaitu jika
penggadai menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai
dengan waktu yang tidak ditentukan, bahkan sampai bertahun
tahun lamanya maka hal seperti itu akan merugikan pihak
penggadai. Karena hasil panen yang dihasilkan oleh sawah
tersebut lebih besar nilainya dibandingkan uang yang
dipinjamnya. Tetapi jika hasil panen sawah tersebut mengalami
kerusakan atau gagal panen, maka yang mengalami kerugian
yaitu penerima gadai, penerima gadai akan merasa dirugikan jika
hasil panen selama berada ditangannya mengalami kerugian.
Oleh karena itu praktek gadai sawah harus jelas waktunya agar
tidak sampai bertahun-tahun sehingga akan merugikan salah satu

dari pihak gadai tersebut.



